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BAB II

TINJAUAN  PUSTAKA

2.1 Pengertian, pemakai dan sumber laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang terjadi selama periode tertentu. Agar laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi semua pemakai laporan keuangan, maka harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia prinsip yang digunakan ini adalah Standar Akuntansi Keuangan 2002 yang merupakan hasil dari pembaharuan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia.

 Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah kelompok pemakai yang berkepentingan langsung dengan badan usaha yaitu mempunyai atau bermaksud  memiliki suatu kepentingan ekonomis langsung dalam badan usaha, contohnya adalah pemilik, kreditur, dan pemasok. Golongan yang kedua adalah kelompok pemakai yang berkepentingan tidak langsung dengan badan usaha seperti bursa efek,serikat dagang, serikat pekerja. Informasi bagi golongan yang kedua ini digunakan terutama untuk membantu atau melindungi orang-orang yang mempunyai atau yang bermaksud memiliki suatu kepentingan langsung atas badan usaha.
2.1.1  Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan kondisi suatu perusahaan tersebut, dan kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari laporan perhitungan rugi laba serta laporan-laporan keuangan lainnya.    

Pengertian Laporan Keuangan


Definisi laporan keuangan yang diberikan oleh Financial Accounting Standar Board dalam APB statement nomor 4 adalah :
“Financial statement are the means by which the information accumulated and processedin financial accounting is periodically communicated to those who use it.They are designed to variety of user, particularly owners and creditor”.
                                                                               (FASB 1997 : 6)
Jadi laporan keuangan merupakan alat pengakumulasian dan pemrosesan informasi dalam akuntansi keuangan yang secara periodik dikomunikasikan kepada orang-orang yang menggunakannya. Informasi tersebut disampaikan setelah dilakukan proses akuntansi atas aktivitas ekonomi perusahaan. 


Bentuk dari laporan keuangan pada dasarnya terdiri atas  (1) posisi keuangan pada saat tertentu dan (2) perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Bentuk yang pertama adalah neraca (balance sheet), sedangkan bentuk yang kedua terdiri dari  

1.   Perhitungan rugi-laba (the income statement),  

2.   Laporan arus kas (the cash flows statement), dan

3.  Laporan perubahan modal (the statement of changes in orners or stockholders  equity)                                  
                                                                                       (Munawir 1998: 13)
sedangkan menurut SAK 2002 “Laporan keuangan meliputi : 
“Neraca, perhitungan rugi-laba laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan”.
                                                                                 (SAK 2002 :12)

          Jadi kesimpulan diatas laporan keuangan adalah Proses pengakumulasian perhitungan laporan yang ditujukan kepada pihak tertentu  atau dikomonikasikan kepada pihak tertentu untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menjadi suatu keputusan, dan laporan keuangan tersebut berupa perhitungan rugi-laba, dan perubahan posisi keuangan. 
Tujuan Laporan Keuangan


Pemrosesan informasi keuangan menjadi laporan keuangan dan laporan keuangan adalah: 

Pada dasarnya akuntansi keuangan dan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan ekonomi     

                                                                            (SAK, 2002 : 1)

Tujuan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) menentukan kelayakan isi informasi (tujuan umum) dan  (2) menunjukan kualitas yang menjadikan informasi akuntansi keuangan bermanfaat (tujuan kualitatif).

Tujuan umum akuntansi keuangan dan laporan keuangan menurut SAK 2002 adalah:

1. memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2.
untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto (aktiva dikurangi kewajiban ) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha  dalam rangka memperoleh laba. 

3.
untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

4.
Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.

5.
untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.
                                                                                        (SAK 2002 : 2)
Sedangkan tujuan kualitatif, informasi keuangan akan bermanfaat bila dipenuhi ketujuh kualitas berikut:

1. Relevan 

2. Dapat dimengerti 

3. Daya uji 

4. Netral 

5. Tepat waktu

6. Daya banding

7. Lengkap   
                                                                                (SAK, 2002 : 2)

Dari definisi diatas tujuan laporan keuangan dibagi atas dua yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif, tujuan umum hanya menentukan kelayakan isi pelaporan dari hasil suatu laporan keuangan tersebut sehingga laporan keuangan itu layak untuk disajikan kepada pemakainya, sedangkan laporan kualitatif menunjukan kualitas informasi akuntansi keuangan yang bermanfaat antara lain laporan keuangan tersebut harus relevan sesuai dengan apa yang dibuat, dapat dimengerti atau dipahami sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta dapat diuji kebenarannya, bersifat netral tidak memihak, harus tepat waktu sesuai dengan periode-periode yang telah ditetapkan, dan laporan keuangan tersebut harus lengkap sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan.  
2.1.2 Pemakai Laporan Keuangan 

        Informasi keuangan akan dipakai oleh berbagai pihak untuk tujuan yang berbeda. Secara umum, pemakai informasi keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu (1) kelompok pemakai yang berkepentingan langsung dengan perusahaan bisnis dan (2) kelompok pemakai yang berkepentingan tidak langsung dengan perusahaan bisnis.Beberapa pemakai yang mempunyai atau bermaksud memiliki suatu kepentingan ekonomis langsung dalam perusahaan bisnis:

Kelompok yang berkepentingan langsung atas laporan keuangan menurut Erwan dalam bukunya Konsep Dasar dan Prinsip Akuntansi yang melandasi laporan keuangan  perusahaan bisnis adalah sebagai berikut:
1. Pemilik

2. Kreditur dan pemasok 

3. Manajemen; (termasuk direktur dan pegawai)

4. Kantor Inspeksi pajak 

5. Karyawan 

6. Langganan 
                                                                                  (Dukat, 1999: 23)
Dari definisi diatas informasi laporan keuangan dipakai oleh beberapa pihak pemakai laporan keuangan untuk tujuan yang berbeda secara umum. Ada dua pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut, pihak pertama adalah kelompok pemakai yang berkepentingan langsung dengan badan usaha yaitu mempunyai atau bermaksud memiliki suatu kepentingan ekonomis langsung dalam badan usaha contohnya adalah pemilik, kreditur, dan pemasok. Pihak yang kedua kelompok pemakai yang berkepentingan tidak langsung dengan badan usaha seperti bursa efek, serikat dagang, serikat pekerja. Sedangkan pemakai yang memperoleh suatu kepentingan karena berfungsi membantu atau melindungi orang-orang yang mempunyai data yang bermaksud memiliki suatu kepentingan langsung, contohnya adalah :

1. Analis keuangan dan penasehat keuangan 

2. Pasar bursa 

3. Pengacara hukum

4. Penguasa dibidang pengaturan dan pendaftaran 
5. Kantor pelaporan dan pemberitaan keuangan 
6. Serikat dagang 

7. Serikat buruh  
Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu badan usaha dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan badan usaha tersebut. Informasi tersebut akan digunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Walaupun informasi tersebut akan digunakan secara berbeda-beda bagi pemakainya, tetapi secara umum dikatakan bahwa tujuan dasar dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomis. 

2.1.3 Sumber Laporan Keuangan 

        
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan. Proses tersebut diatur oleh prinsip akuntansi yang lazim, yang menentukan informasi dicantumkan, diorganisasi, diukur, digabungkan, disesuaikan dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam APB Statement Nomor 4 dinyatakan bahwa :
Financial Statement are the end product of the financial accounting process. This process is governed by generally accepted accounting principles, which determine  information that is included, how it is organized, measured, combined and adjusted, and finally how it is presented in the financial statement 
                                                                          (FASB, 1997 : 7)

Prinsip-prinsip akuntansi yang lazim tersebut mencerminkan sasaran dan segi keutamaan dasar akuntansi keuangan yang dikembangakan atas dasar pengalamann, pertimbangan, dan kebiasaan. Prinsip-prinsip tersebut diterima melalui persetujuan dan tidak diperoleh dari seperangkat dalil.
2.1.4
Proses Penyusunan Laporan Keuangan


Dengan prinsip akuntansi dan ketentuan pajak  yang mengatur tentang pengukuran dan pengakuan berarti dapat dipertanyakan bagaimana pembukuan diselenggarakan dalam praktek agar terpenuhi baik untuk keperluan pelaporan komersial maupun pelaporan fiskal sekaligus. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan tentu tidak mengalami masalah itu karena menurut ketentuan perpajakan waijb pajak hanya diminta untuk menyelenggarakan pencatatan atas peredaran dan harga pokok tanpa harus melampirkan laporan keuangan pada SPT. Untuk keperluan komersial perusahaan pada umumnya jarang sekali membuat laporan keuangan. 


Wajib pajak yang sering memanfaatkan jasa pemeriksaan dari akuntan publik akan menghadapi sedikit dilema penyusunan laporan keuangan komersial dan fiskal. Dari segi fiskal akan lebih sederhana dan efisien serta murah apabila wajib pajak menyelengarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan.namun agar semua kebutuhan terpenuhi pembukuan dapat diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi dan laporan keuangan fiskal dengan penyesuaian ketentuan perpajakan. Kebanyakan dalam praktek di Indonesia, berdasarkan pemeriksaan kepatuhan perpajakan, pengusaha akan membuat laporan keuangan fiskal melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Kalau ada laporan keuangan fiskal kebanyakan hanya merupakan produk sampingan dari laporan keuangan komersial. 


Laporan keuangan fiskal disususun setelah laporan keuangan komersial selesai. Dengan demikian, untuk pemeriksaan kantor akuntan publik dapat disajikan laporan keuangan yang disususn berdasarkan SAK, dan untuk keperluan perpajakan dapat disampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang dihasilkan dengan rekonsiliasi laporan komersial.


Dengan penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan laporan keuangan fiskal berdasarkan pendekatan rekonsiliasi itu proses penyusunan laporan keuangan sama seperti yang terdapat pada akuntansi komersial. Selanjutnya lapaoran keuangan fiskal dapat dihsilkan dari perangkat pembukua komersial itu. Secara tradisional proses penyusunan laporan keuangann itu bersifat konstruktif dimulai dengan input yang berupa dokumen dasar, dicatat dalam buku harian (jurnal), diklasifikasikan dengan pencatatan (posting) pada buku besar. Untuk keperluan pengawasan, konfirmasi dan klarifikasi posting dalam buku besar dapat dipertemukan dengan buku tambahan (dari buku besar tertentu, misalnya piutang) yang dapat disusun berdasarkan dokumen asli atau file dari dokumen dimaksud. Pada akhir periode dari buku besar disususn neraca percobaan dengan penyesuaian terhadap fakta pada akhir tahun dan catatan penutup (closing entries), dari neraca percobaan itu disussun laporan keuangan komersial .selanjutnya, melalui rekonsiliasi terhadap ketentuan perpajakan akan tersususn laporan keuangan fiskal.     
2.2
Laba dan Beban


Tujuan utama pelaporan laba –rugi adalah untuk memberikan informasi kepada mereka yang berkepentingan mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu.


Penghitungan laba yang tepat hanya dapat diketahui pada saat perusahaan tersebut mengakhiri usahanya dan menjual semua aktiva yang dimilikinya, tanpa memperhatikan adanya perubahan nilai uang (Inflasi). Oleh karena itu perhitugan laba untuk suatu jangka waktu tertentu dapat diketahui mendekati tepat yang wajar.


Sehubungan dengan hal tersebut guna penyusunan dan perhitungan laba-rugi yang menyangkut laba dan beban dari suatu perusahaan hendaknya ditekankan pada tercapainya daya banding antar periode, yaitu dengan menetapkan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun (konsisten).  

2.2.1 Pengertian Laba Menurut Akuntansi

Pada saat sekarang ini laba dapat dijadikan tolak ukur atau pengukuran prestasi atau kinerja perusahaan dan dapat digunakan investor atau kreditor untuk memprediksikan aliran kas, dimana laba tersebut merupakan selisih pengukuran pendapatan biaya.

Dengan mengacu kepada komponen-komponen laporan laba-rugi di atas maka laba dapat diartikan sebagai selisih dari pendapatan dan biayanya, dan apabila rugi adalah merupakan kebalikanya. Hal ini sesuai dengan kutipan dari pendapat Hendrikson yang terjemahkan dalam buku berjudul “Teori Akuntansi“ oleh Sujarwo, mengenai laba mengemukakan :

“Laba adalah selisih dari pendapatan dan biaya, dimana jumlah  pendapatan lebih besar daripada biayanya”
                                                                     (Sujarwo, 1999; 242)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih dari pendapatan dan biaya dimana jumlah pendapatan lebih besar dari biayanya jadi penetuan laba perusahaan didapatkan dengan membandingkan antara pendapatan dan beban.
2.2.2 Pengertian Laba Menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000
Penentuan laba suatu badan usaha didapatkan dengan membandingkan antara pendapatan dan beban oleh karena itu diperlukan adanya alokasi yang tepat di antara berbagai pos aktiva dan beban untuk memperoleh gambaran usaha yang wajar. 
Menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 4 ayat (1) laba yaitu :
“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indnesia, yang dapat pakai untuk konsumsi untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkuta, dengan nama dan dalam bentuk apapun.” 


Definisi laba seperti diatas dapat berarti sangat luas karena tidak ada batasan tertentu tentang istilah “setiap tambahan kemapuan ekonomis”. Dalam bagian penjelasan Undang-undang tersebut hanya dicantumkan bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan merupakan ukuran yang terbaik mengenai kemampuan seseorang atau badan untuk ikut memikul biaya yang diperlukan pemerintah guna membiayai kegiatan-kegiatanya baik yang rutin maupun untuk pembangunan.

Penghasilan itu dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis kepada wajib pajak, dapat dikelompokan menjadi :

-
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, akuntan, pengacara dan sebainya;

-
Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui saran perusahaan;

-
Penghasilan dari modal, baik penghasilan yang berupa harta gerak, seperti bunga, deviden, royalty, maupun penghasilan berupa harta tak gerak , sewa rumah dan sebainya; juga termasuk penghasilan dari harta yang dikerjakan sendiri, misalnya penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan sebidang tanah; keuntungan penjualan harta atau hak yang dipakai dalam melaksanakan kegitan usaha;
-
Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

2.2.3 Pengertian dan Pengakuan Pendapatan 
Pendapatan berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan barang, imbalan atas jasa, deviden, bunga royalty, dan sewa. Keuntungan merupakan kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan) yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan. Keuntungan misalnya dapat berasal dari pengalihan aktiva perusahaan. 
Pengertian pendapatan adalah sebagai berikut :

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya didalam suatu periode. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari pembelian harta, investasi dari pemilik, pinjaman ataupun koreksi rugi-laba periode yang lalu. 
                                                                              (SAK, 2002 : 16)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pendapatan bisa berasal dari aktivitas ekonomi perusahaan yang meliputi aktivitas usaha utama atau aktivitas usaha lainnya didalam satu periode. Berkaitan dengan aktivitas tersebut, Financial Accounting Standards Board Dalam Statement OF Financial Accounting Concept (SFAC) NO.3 membedakan anatara revenue dan gains yaitu :

Revenue are inflows or other enchancement of assets of an entity or settlements of is liability (or a combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’songoing major or central operation (1998:110).

Gains are increases in equity (net assets) from peripheral or incidentaltrnsactions of an entity and from all other transaction and other events and circumstances affecting the entity during a period except those that result from revenues or investments by owners (1998:112).

Jadi revenue (pendapatan ) merupakan kejadian yang berkaitan langsung dengan aktivitas normal perusahaan, sedangkan gains (keuntungan) adalah kejadian yang menguntungkan yang tidak berkaitan dengan aktivitas normal perusahaan. Dengan demikian pendapatan menurut SAK 2002, mengandung arti yang luas yaitu mencakup revenue dan gains. 
A
Pengakuan pendapatan 


Di dalam SAK 2002 dinyataka bahwa, sebagai ketentuan  umum, pengakuan pendapatan adalah pada saat realisasinya. Pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip reslisasi umumnya diakui apabila telah memenuhi kedua syarat berikut : 

1. Pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan, biasanya merupakan tanggal penyerahaan produk kepada langganan.

2. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dan dapat dibuatkan fakturnya.

3. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva/ sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain, seperti : pendapatan bunga, sewa dan royalty, diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau pada saat digunakannya aktiva yang bersangkutan.

4. Pendapatan dari penjualan aktiva diluar barang dagang seperti : penjualan aktiva tetap atau surt berharga, diakui pada tanggal penjualan 
                                                                                       (SAK2002:18)
Namun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan diatas, yaitu :

1. Pengakuan pendapatan pada saat selesainya produksi.

2. Pengakuan pendapatan secara proporsional selama tahap produksi.

3. Pengakuan pendapatan pada saat pembayaran diterima.

4. Pendapatan dari penjualan konsinyasi, diakui pada saat barang dijual oleh consignee.
2.2.4 Pengertian dan pengakuan Beban
Pengaitan (matching) beban dengan penghasilan merupakan masalah yang cukup rumit. Dalam praktek terdapat tiga pendekatan pengaitan biaya dengan penghasilan yaitu (1) sebab-akibat (kausalitas); (2) alokasi sistematis dan rasional; (3) pengakuan segera. Pendekatan kausalitas mengaitkan beban langsung dengan penghasilan. Biaya diakui sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan,misalnya persediaan yang menunjukan adanya penyebabdari penghasilan (penjualan) masa mendatang diakunya sebagai biaya(harga pokok)pada saat persediaan itu dijual dengan tidak adanya kaitan langsung antara beban dengan penghasilan, beban dapat dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan berdasarkan masa manfaat. Hal ini misalnya berlaku untuk aktiva tetap. Alokasi beban itu dapat memberikan pengurangan segera (pada tahunitu) terhadap penghasilan atau ditunda dan dikurangkan dengan penghasilan masa mendatang. 
A  Pengertian beban

Pengertian beban diatur pada bab III pasal 3 SAK 2002 yaitu :
Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan didalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberi manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya.
                                                                                 ( SAK 2002:21)
Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya yang berhubungan secara langsung didalam usaha untuk memperoleh pendapatan yang disebut beban, dan biaya lainnya yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha untuk memperoleh pendapatan yang disebut rugi. FASB dalam SPAC Nomor 3 secara tegas membedakan antara beban (expense) dan kerugian (losses) :

Expense are outflows or other using of asets or incurrences of liabilities (or a combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations (1983:65).

Losses are decrease in equity (net assets) from peripheral or incidental transactions of an entity and from all other transaction and other events and circumstances affecting the entity during a period except those that result from expenses or distibutios to owners                                                                           

                                                                                                                                                                 (FASB 1983:68)  
Kedua unsur biaya ini mempunyai pengaruh yang sama dalam menentukan besarnya laba perusahaan dalam suatu periode pembedaan antara beban dan kerugian menjadi penting dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan.
B  Pengakuan Beban 


Pada umumnya pengakuan beban mengikuti stelsel pembukuan yang dianut pengusaha. Apabila dipakai stelsel kas (cash method), beban diakui pada saat pembayaran, sementara itu kalau dipakai stelsel akrual beban diakui pada saat terutang (dengan mengesampingkan pembayaran). Namun perlu disadari pengakuan biaya dependent terhadap pengakuan penghasilan. Suatu beban dapat dikaitkan langsung dengan penghasilan, seperti harga pokok penjualan, sedangkan beban yang lain hanya terkait secara tidak langsung dengan penghasilan dan pembebanannya dihubungkan dengan periode pengkuan penghasilan.


Pada umumnya dalam kelompok beban tidak termasuk pembayaran kembali pinjaman atau modal, pengeluaran untuk memperoleh aktiva dan distribusi kepada pemilik. Beban diakui kalau terjadi penurunan manfaat ekonomis masa mendatang sehubungan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban dapat diukur dengan andal. Dalam laporan laba-rugi, beban diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh.
2.2.5 Penilaian Aktiva
Ketentuan perpajakan mengelompokan aktiva tetap kepada aktiva yang dapat disusutkan misalnya bangunan, mesin, dan peralatan lainnya dan yang tidak dapat disusutkan misalnya tanah. Untuk tujuan penyusutan, ketentuan perpajakan mengelompokkan aktiva menjadi bangunan dan bukan bangunan.

Dalam penetuan masa manfaat, ketentuan perpajakan bersifat pasti dan mengesampingkan toleransi penuh dengan tidak menyediakan penghitungan masa manfaat selain terdapat dalam ketentuan perpaakan.
“Pengertian aktiva adalah “sumber ekonomis perusahaan yang juga meliputi biaya-biaya yang telah terjadi yang diakui bedasarkan prinsip akuntansi yang berlaku” 

                                                                              ( SAK 2002:27) 

Dari definisi diatas akitiva merupakan sumber ekonomis perusahaan atau kekayaan suatu perusahan yang dapat disusutkan atau tidak dapat disusutkan yang meliputi biaya-biaya yang telah terjadi.
Aktiva yang dibeli harus dicatat berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan mencerminkan seluruh pengorbanan ekonomis untuk memperoleh aktiva yang diukur dengan satuan mata uang. Aktiva yang tidak memberi manfaat untuk periode akuntansi dimasa mendatang, dapat langsung dibebankan pada saat perolehannya.

Pada bagian berikut ini akan diuraikan secara ringkas mengenai prinsip-prinsip aktiva yang diatur dalam SAK 2002 untuk beberapa aktiva tertentu, terutama yang berkaitan dengan alokasi beban dihubungkan dengan pengakuan pendapatan.

(a) Surat-surat berharga yang segera dapat dijual

Surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk penyajian dineraca, selain dapat dinyatakan dengan harga perolehannya juga dapat dinyatakan dengan metode harga perolehannya juga dapat dinyatakan dengan metode harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar dipakai, selisih harga tersebut diakui sebagai kerugian dengan mengurangi perkiraan surat berharga atau dibukukan dalam perkiraan penilaiannya.

(b) Piutang

Piutang dinyatakn dengan jumlah bruto disertai dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih

(c) Persediaan

Persediaan pada umumnya disajikan dalam nerca sebesar harga perolehannya, yang meliputi harga persediaan dan biaya-biaya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Penyimpangan dari prinsip tersebut diperkenankan apabila :

1. Kenyataan menunjukan bahwa manfaat dari persediaan tidak sepadan dengan harga perolehannya, misalnya karena rusak.

2. Dalam hal harga jual dapat ditentukan secara pasti, sedangkan harga pokoksulit untuk ditentukan , misalnya logam mulia.

3. Dalam hal pekerjaan dalam penyelesaian

(d) aktiva tetap

pengertian aktiva tetap adalah :
“aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap dipakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam opersi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”                                                  

               (SAK 2002:35)
Dari definisi diatas bahwa aktiva tetap diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang tidak dapat dijual karena dipakai utuk kegiatan normal perusahaan dan mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun. 

Aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas ekonomi harus dilakukan alokasi biaya yang sistematis dan rasional selama taksiran umur ekonomisnya. Alokasi biaya tersebut dilakukan untuk mengetahui bagian dari nilai aktiva tetap yang aus karena pemakaian. Cara aloksi tersebut dikenal dengan istilah penyusutan, deplesi, dan amortisasi. Penyusutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti berikut :
1.
Berdasarkan waktu :

a.
metode garis lurus (straight-line method)

b.
metode pembebanan yang menurun :

metode jumlah-angka-tahun (sum-of-the-years digits method)

metode saldo-menurun/saldo-menurun-ganda (declinig/double-declinig  balnce method). 

2. Berdasarkan penggunaan :

a. metode jam-jasa (service-hour method)
b. metode jumlah unit produksi (productive-output mthod)

3. berdasarkan kriteria lainnya :

a. metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method)

b. metode anuitas (annuity method)

c. metode persediaan (inventory method)

(e) Aktiva yang tidak berwujud


Aktiva yang tidak berwujud harus diamortisasi secara sistematis selama masa manfaatnya. Umumnya amortisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan metode sistematis lainnya yang lebih layak.

2.2.6 Penentuan Laba
Penghasilan yang meliputi baik pendapatan maupun laba atau keuntungan. Mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

Masalah penentuan laba diatur  sebagai berikut :

Penjualan (pendapatan) dan laba tidak boleh diantisipasikan atau secara material dinyatakan terlampau besar atau terlampau kecil. Mengingat adanya perbedaan anatara saat dilakukannya persetujuan untuk menjual dengan saat penyerahan barang, maka perlu diadakan pisah-batas secara layak dan konsisten pada awal dan akhir periode,agar perhitungan rugi-laba menggambarkan hasil usaha yang sewajarnya untuk periode tersebut.
          

          (SAK 2002:16)
Ketentuan tersebut mengatur mengenai cara penentuan hasil usaha berkala yang dapat memenuhi kebutuhan akan penyusunan laporan keuanagan yang tepat waktu maupun penilaian atas masalah yang belum pasti. Selain itu juga mengatur mengenai penerapan pisah batas yang layak dan taat asas agar besarnya hasil usaha dapat secara wajar digambarkan dalam laporan keuangan. Pisah batas yang layak terutama diperlukan apabila prinsip realisasi dalam pengakuan pendapatan tidak dipenuhi, misalnya adanya perbedaan antara saat persetujuan untuk menjual barang dengan saat penyerahan barang.

Demikian juga dengan beban dengan pendapatan, harus dilakukan pisah batas yang layak agar beban diperhitungkan pada periode dimana penjualan atau pendapatan diakui.


Penentuan laba suatu badan usaha didapatkan dengan membandingkan antara pendapatan dan beban. Oleh karena itu diperlukan adanya alokasi yang tepat diantara berbagai pos aktiva dan beban untuk memperoleh gambaran usaha yang wajar. Hal tersebut telah diatur  sebagai berikut :

“Alokasi biaya yang tepat harus dilakukan diantara berbagai pos aktiva dan beban (misalnya dalam penetapan unsur harga perolehan aktiva tetap atau beban pemeliharaan), karena akan mempengaruhi perhitungan laba untuk serangkaian periode akuntansi. Demikian pula, biaya umum (common cost) yang berkenaan dengan lebih dari satu aktivitas harus didistribusikan dengan tepat menurut dasar pembebanan yang layak, seperti faktor waktu atau faktor penggunaan” 

                                                                              (SAK 2002:24)


Dari urain diatas, maka pada prinsipnya laba menurut akuntansi merupakan kelebihan pendapatan atas beban dimana baik pendapatan maupun beban harus dilakukan pisah-batas yang layak dan taat asas serta alokasi biaya masing-masing aktivitas agar perhitungan rugi-laba dapat menggambarkan hasil usaha yang wajar.

2.3 Perpajakan di Indonesia 
Negara kita menganut sistem self assessment dimana wajib pajak dapat menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang dan yang akan dibayar setiap tahun pajak yang bersangkutan, hal ini sangat jelas penekanannya dimana wajib pajak harus aktif dalam menghitung dan melapor jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan dari pihak fiskus.

Konsekuensi dari dijalankannya sistem ini adalah masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak seperti kapan harus dibayarkan, apa yang akan terjadi jika terjadi salah perhitungan dan sanksi-sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Serta Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Ketentuan-ketentuan ini dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

2.3.1
Kewajiban Pembukuan dan Laporan Perpajakan

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan untuk keperluan pajak penghasilan diatur dalam UU PPh 2000 sebagai berikut :

1) Tahun pajak adalah tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

2) Wajib pajak tidak diperbolehkan mengubah tahun pajak tanpa mendapat persetujuan dari direktur jendarl pajak.

3) Wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memproleh penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang ini.

4) Pada setiap tahun pajak berakhir, wajib pajak menutup pembukuannya dengan membuat neraca dan perhitungan rugi-laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan UU No.16/2000 pasal 28 ayat (4), pembukuan atau pencatatan harus  diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.


Pembukuan harus terdapat dan diselenggarakan di Indonesia, sebab pembukuan tersebut merupakan dasar untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan. Hal ini dimaksudkan agar pembukuan dapat diperiksa di Indonesia untuk mengetahui bahwa pembukuan tersebut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan.


Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai untuk menyelenggarakan pembukuan, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan. Pengertian dibebaskan disini, tidak berarti bahwa wajb pajak untuk seterusnya tidak berusaha untuk meningkatkan kemampuannya menyelenggarakan pembukuan secara lengkap dan baik, sehingga sama sekali tidak menyelenggarakan pembukuan. Sepanjang kemampuan tersebut belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhan yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terutang.


Menurut buku pedoman pembukuan sederhana, pembukuan sederhana yang disarankan disini adalah pembukuan yang memakai sistem tata buku tunggal. Tata buku tunggal tersebut berupa cara mencatat dan mengolah perubahan atas harta yang tidak memerlukan seorang ahli pembukuan, tetapi hanya perlu ketekunan untuk melakukan pencatatan dengan tertib. Seperangkat alat dalam pembukuan sederhana meliputi :
1. Daftar inventaris

2. Buku harian

3. Buku tambahan

4. Bukti-bukti transaksi

Dari alat-alat tersebut wajib pajak dapat menyusun neraca dan perhitungan rugi-laba secara berkala.
2.3.2 Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak , sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain wajib pajak adalah  orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 
A 
Subjek pajak

Yang menjadi subjek menurut UU No. 17 tahun 2000 pajak adalah :

a. Orang pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

c. Badan 

d. Bentuk usaha tetap

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak  

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

 Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:   

a) Badan perwakilan negara asing

b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau  memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

c) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dengan syarat 
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 

d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara
e) Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

B.
Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak menurut UU No.17 tahun 2000 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

b. Hadiah dari undian atu pekerjan atau kegiatan, dan penghargaan.

c. Laba usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerhan modal.

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h. Royalti

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harga.

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k. Keuntungan karena pembebasana utang, kecuali samapai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n. Premi asuransi

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaaan bebas.

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum kena pajak.  
2.3.3 Sistem Fungsi dan tata cara Pemungutan Pajak
Dengan pembaharuan perpajakan tahun 1983, dalam system pengenaan pajak penghaslan, Indonesia memperkanalkan pendekatan perpajakan modern yang dianut oleh beberapa negara maju yaitu self assessment system system dimaksud memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendirijumlah pajak yang terutang.
a.
Sistem pajak

     1. Official assesment system

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

   2.  Self assesment system

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan / menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang.

  3.    With holding system

Merupakan sistem pemungutan pajak yang mana memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk membantu wajib pajak menghitungkan besarnya pendapatan kena pajak / besarnya pajak terutang.
    b.
Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak diatas, yang menyatakan bahwa pajak iuran rakyat untuk mengisi kas negara yang ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah beserta kebijaksanaannya. Untuk itu fungsi pajak bagi pemerintah dibagi atas 2 bagian :

1) Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.
2) Fungsi regulered
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta.
c. Pemungutan pajak
Pemungutan ini dapat dilakukan dengan 3 stelsel :
1. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pajak dikenakan atas dasar objeknya (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sebenarnya diakui.

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Penggunaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel campuran

Stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak hanya menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diterima kembali.
2.3.4 Perbedaan Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal
Undang-undang perpajakan dilaksanakan untuk memperoleh pendapatan untuk pembiayaan negara disamping untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kewajiban pembukuan berdasarkan undang-undang perpajakan diarahkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tujuan ini sangat berbeda dengan akuntansi keuangan yang pelaporannya ditujukan untuk para pemakai ekstern seperti para pemegang saham dan investor, yaitu menyediakan informasi keuangan kuantitatif bagi pengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam cara menetapkan laba untuk keutuhan pajak penghasilan dan untuk kebutuhan akuntansi keuangan .

Laporan keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah Laporan  keuangan komersil yang ditujukan untuk kebutuhan setiap pemakainya, dan pembuatan laporan keuangan tidak dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Sedangkan untuk kepentingan pajak penghasilan, laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim harus direkonsiliasi menjadi laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi tersebut akan menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan dasar pengenaan pajak karena adanya perbedaan prinsip dan metode pengakuan penghasilan dan pengakuan biaya antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar Akuntansi Keuangan  dan undang-undang pajak penghasilan.
2.4 Pembayaran Pajak Terutang
Karena begitu pentingnya masalah perpajakan ini dan agar penerimaan dari sektor ini lebih jelas peraturannya maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan beberapa peraturan yang khusus mengatur perpajakan, terutama masalah pajak penghasilan :

a. UU No. 16 tahun 2000  tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

b. UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

c. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1994 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

d. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 606 / KMK.04 / 1994 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, beberapa pengertian-pengertian umum antara lain :

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

4. Pengusaah kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak

5. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
6. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

7. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahuan takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

8. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.

9. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan.
10. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

12. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

13. Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

14. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil.

15. Surat ketetapan pajak kurang bayra adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanski administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada paja yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

20. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000

1) Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

2) Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh).

3) Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN – PPn BM).

4) Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Tarif  Pajak (pasal 17)

Untuk lebih memperhatikan aspek keadilan, struktur tarif umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi berbeda dengan wajib pajak badan. Struktur tarif umum bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Struktur Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi
	Keterangan
	Tarif %

	- Sampai dengan Rp 25.000.000,00
	5%

	Diatas Rp 25.000.000,00 s/d  Rp 50.000.000,00
	10%

	Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00
	15%

	Diatas Rp 100.000.000,00 s/d 200.000.000,00
	25%

	Diatas Rp 200.000.000,00
	35%


Struktur tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :
Tabel 2.2 Struktur Tarif Wajib Pajak Badan Usaha Tetap

	Keterangan
	Tarip %

	- Sampai dengan Rp 50.000.000,00
	10%

	Diatas Rp 50.000.000,00 s/d  Rp 100.000.000,00
	15%

	Diatas Rp 100.000.000,00
	30%


Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.
1. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya (dihasilkan di Indonesia) tanpa memandang kewarga negaraan atau dimana tempat tinggal wajib pajak.

2. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.
2.5
Peranan laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal dalam penetapan pajak teruatang
Laporan keuangan suatu proses yang menyajikan aktivitas posisi keuangan suatu perusahaan dan ditujukan untuk setiap pemakainya baik pihak intern maupun pihak ekstern. Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dan laporan keuangan tersebut dibuat untuk dihitung berapa pajak terutang yang harus dibayar kepada pemerintah, sedangkan pihak pemerintah menghitung berdasarkan ketentuan pajak dan antara perhitungan tersebut terdapat perbedaan, maka atas laporan keuangan dilakukan koreksi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara perhitungan penyusunan laporan menurut akuntansi dan menurut ketentuan perpajakan sehingga pihak perusahaan dan pihak pemerintah dapat menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar kepada pihak pemerintah.
Pasal 4 ayat (4) UU KUP 1984 meminta kepada wajib pajak badan yang semuanya wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan tidak wajib, tetapi memlih menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT pajak penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan rugi-laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitng besarnya pajak terutang.
Laporan keuangan komersial dan fiskal ditujukan untuk pemenuhan ketentuan perpajakan, laporan keuangan fiskal dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan sehingga laporan itu lebih bersifat khusus jumlah pemakainya lebih sedikit dari laporan keuangan komersial, dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang arti penting dan peranan pajak terhadap pembangunan. Para peminat perpajakan pun semakin meningkat. Terlebih lagi dengan semakin banyaknya penanaman modal asing yang tentunya membutuhkan jasa yang cukup berkualitas dari para konsultan dan akuntan pajak. 
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